. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK _

| NOMQR'& 6 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR- 6 TAHUN 2010
TENTANG -

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI LEBAK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 . ayat (1) Undang-
Undang Noror 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retiibusi Daerah, pengatwran mengenai Pajck Daerah

- ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

bahwa Pajak -Daerah merupakan salah satu  sumber
pendapatun daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah ;

bahwa kebqakan tentang Pajak Daerah dilaksanakun
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran
serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansu dengan

memperhaﬂmnpotensa daerah

bahwa = berdasarkan pettlmbangan sebagaunana dlmaksud
dalam huruf a, huuf b,. dan huruf c, pery . membentuk

Peraturan Daergh tentang Pajak Daerah.

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

_ Tahun 1960 Nomor 104, Tam_bahan Lembaran Negara Republlk ,

Indonesia Nomor 2013)



~ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teéntang Hukum-Acara

Pidana - (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209} ; ‘ : :

Undéngﬂndang Nomor 28 Tahun 1999, ient‘ang .
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara -Republik Indonesia

Tahur 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Requﬁk‘

Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-2000° Nomor 182, Tambahan Lemharan Negara Republik

. Indonesia Nomor 4010 ) ;

10.

Uhdéng—Undang Nomor 10 TahL—ih.ZOOVf'l tentang Pembentukan. .
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik’

" Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara -

Republik Indonesia Nomor 4383);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana tefah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) :

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah -

- (Lembaran Negara Repyblik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4438) ; - ) :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Minera! dan Batubara (Lembaran Negara .
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia-Nomor 4959) ;

Undang—Uﬁdang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia_
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

* Indonesia Nomor 5049) ;. . . ‘

Peraturan . Pemerintah ‘Nomor 27 - Tahdin 11983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undaihg-undang 'Hukum ~Acara Pidana

- {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. . .
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3258)

.sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

“Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia’

Nomor 5145) ;

Peraturan Pemerintah Nomor .58. Tahun 2005 tenfang
Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Negara Renubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik | Indonesna Nomor 4578)

Peraturan -Pemerintah Nomor 79 Tahun ‘2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan. Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indenesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indotiesia
Nomor 4593) ’

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah . Propingi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhlsk
Indonesna Nomor 4737) ;

Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah Tingkat [l Lebak
Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang Me!akukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidara (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah ngkat il Lebak Tahun 1986 Nomor
3 SeriE);

Peraturan Daerah Kabupaten Lsbak Nomor 7 Tahun 2004 .
tentang Pengelolaan Perlambangan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun-2004 Nomor 11 Seri B) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum
Daersh (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006

- Nomor 13) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak,Nomor 15 Tahun'ZOOG
{entang Pengelolaan Keuangan Daerah {lL.embaran Daerah

- Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15)

Peraturan Daerah Kabupalen Lebak Nomor 8 Tahin 2007

terlang Penelapan Urusan Pemerinfahan yang menjadi
Kewenangan Pemerinfah Kabupaten Lebak {Lembaran’Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2G07 Nomor 8)';



19. Peraturan Daerah Kabupalen Lebak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kesja Dinas Daerah
Kabupalen Lebak (Lembaran Daerah Kabupalen Lebak Tahun
2007 Nomor 10) ;
20. - Pecaluran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2008
" tentang Pengelotaan Air Tanah (Lembaran Dacran Kabupaten ‘
Lebak Tahim 2008 Nomor 3) _
' 21. Peea&uan Daerah Kabupaten Lebak Nomeor 4 Tahun 2008
g tenlang . Penyelenggaraan Reklame (Lembamn Daerah
Kabupden Lebak Tahun 2008 Nomor 4) ;
Dengan Persetu;uan Bersama _
DEWAN PERWAKKLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
. dan »
BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah K’abupaten Lebak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupau beserta perangkat daerah sebaga umnsur
. penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4 Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanutnya disingkat DPRD, adalah’
. Dewan Perwakitan RakyatDaerahKabupaten Lebak. -

5. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam
1 melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.



10.

11.

12.

14.

15.

16.

Pejabat adalah pegawai yang . diberi. tugas tertentu di bidang - perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ‘

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan ‘tidak mendapatkan  imbalan secara
langsung. dan digunakan -untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat. - : - : S

Badan adalah sekumpulan orang dan/atzu modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahaz yang mefiputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi
profesi atais organisasi lainnya, lembaga’ dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investési kolektif dan bentuk ugana tétap. S

Pajak Hotel a'd-élah bajak atas pelayanan yang disediakén oleh hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan iermasuk jasa

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,” pesanggrahan, rumah "penginapan

‘dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kainar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran édalah pajak atas peiayanan yang disediakan oieh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/alau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
seienisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak H‘ib.uran édalah pajek atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, bertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang . untuk fujuan komersial memperkenatkan, -menganjurkan,
memproniosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap. barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, Jibaca, didengar, dirasakan, dan/atau :
dinikmati oleh umum. o . ‘ :

Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan
keselyruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeiuarkan oleh
pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk datam hal ini adalah
biaya’harga - beli ' bahan .. reklame.  konstruksi, instalasi listrik,
pembayaran/ongkos perzkitan, pemancaran, .peragaan. pemasangan dan
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trans;:prtas‘i’péng,angkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan
reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, danfatay terpasang
di temipat yang tetah diizinkan. : '

Nilai Strategis Pemasangan Reklame 'yang selanjulnya disingkat NSPR adalah

‘ukuran nilai yang ditetapkan - pada " titik lokasi pemasangan. reklame

berdasarkan -kriteria kepadatan pemianfaatar: tala ruang kcta untuk berbagai
aspek kegiatan. : :

Pajak F‘enerangah Jalan'adalaﬁ péjak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. '

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. :

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah ‘mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral
dan batubara. ’ . . :

Pajak Parkir adalah bajak atas pényelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, fermasuk penyediaan tempat penifipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan fidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara. ‘

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan alau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah bajak atas kegiatan pengambilan dan atau
pengusahaan sarang burung walet. - '

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu coliocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oieh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dai pertambangan. .

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pédalaman serta
laut wilayah kabupaten/kota. o oo ‘ T
‘Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam alau dilekatkan secara tetap

. pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut...
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Nllat Jual Ob;ek Pajak, yang se!anju ya disingkat NJOP, adalah harga rata-

" rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana fidak terdapat transaksi juai beli, ‘NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain -yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah perbuatan _atau
peristiwa hukum yang .mengakibatkan diperolehnya " hak atas tanah dan/atau
bangunan cleh orang pnbadl atau Badan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanéh termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dxmaksud dalam_
undang -undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pauak atas perolehan hak
ata<' tanat dan/atau bangunan

Subjek PaJa.( adalah orang pr:badi atau Badan yang dapat dikenakah Pajak :

Waijib Pa;ak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakar sasuai dengan ketentuan- ‘peraturan pe't..ndang undangan
perpajakan daerah. ) :

Masa Faizk adalah jangka waktu 1 (satu) buian Kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender. :

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayér pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah sualu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau refribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak’ atau retribusi
kepada Waijib' Pajak atau Wajlb Relnous: serta pengawasan penyetorannya

Sural Pemberitahuan Pa;ak Daerah, yang selanjulnya’ dasmgkat SPTPD, adaiah

~ swal yang oleh Wajib Pajak digunakan unluk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pe:aturan
perundang undanqan perpa;akan daerah ‘
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Sura: Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjulnya disingkat SPOP, adalah

‘Surat yang digunakan oieh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan

objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan,

‘_ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan daerah..

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran  atau ‘penyetoran pajak - yang telah dilakukan dengan .
menggunakan formulir atau felah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. : .

-Surat Ketetapan Pajak Daerah, yéng selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat

ketetapan ' pajak yang menentukan besarnya jum!ah pokok pajak yath

- terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutya disingkat SP®T, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan ‘Bangunan

- Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;

Surat’ Ketetapan Pajak Dzerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok .

.Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangar pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan ‘Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang telah ditatapkan, - '

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menenitukan jumizh pokok pajak sama besarnya
dengan jumlal: kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak..

Surat Ketetapan Paiak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat °
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang meuentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak iebih besar dari pada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak lerutang.

Surét Tagihan' Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga’
danfatau denda. . : , - '

‘Surat ‘Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memibetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, ‘dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah -
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan

‘Pajak Daerah, Surat Ketetapan.Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, -

‘Surat’ Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Tagihan. Pajak Daerah, _

Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. -



Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang ‘Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurarig Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

~ Ketetapan Pajak Daerah - Lebih Bayar, atau lerhadap. pemotongan atau

pemungutan oleh pihak keliga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan banding adalah putusan badan peradian pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak..

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan ‘data dan informasi keuangan yang ‘meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perclehar dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut,

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan. menghimpun dan mengolah data,
xeterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan sacara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi danfatau untuk tujuan lain dalam

‘rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian findakan yang dilakukan oleh Fenyidik untuk meancari sera
mengumpulkan bukti yang-dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya. .
BABIt
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2 -

Jenis Pajak tsaerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

~oapop

_Pajak Hotel ;

Pajak Restoran :

Pajak Hiburan ;

Pajak Reklame ;

Pajak Penerangan Jalan ; .
Paja Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
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' Pajak Parkir

Pajak Air Tanah ;-
Pajak Sarang Burung Walet ;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan .

" . Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

éat_gian Kedua
Paja_k Hote;l
'Parag}afr.1 :
N'avma dan Objek Pajak Hotel

- Pasal 3

~ Dengan nama Pajak Hotel dip'ungut“ pajak atas setiap pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan

- pembayaran, termasuk jasa fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka

pendex termasuk rumah ko$ dengan jumlah kamar lebih dzri 10 (sepuluh), jasa
Penunjang sebagai keiengkapan Hotel yang sifainya memberikan kemudahan
dan kenyamanan termasuk fasiiitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas
telepon, faksimite, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hote!.

Tidak termasuk objek Pajak Hote! sebagaimana dimaksud padé ayat (2) adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diseienggarakan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah;
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
€.  jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan- oleh
~ Hotel yang dapat dimanfaatkan oieh umum. . »
" Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak Hotel
Pasal 4’

10



(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi ‘afau Badan yang melakukan
" pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotet.

(2)  Waijib Pajak Hot'el adalah orang pribadi atau Badan yang‘ mengusahakan Hotel.
Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Peng'hitunganr
dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pasal 5'

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jum!ah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
Kepada Hotel. : - : ' '

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel diietapkén sebesar 10.% (sepuluh persen).

| Pasal?

{1)  Besaran pokok Pajak Hotél yang teruiang dihitun_g dengan caré méngalikan tarif -
sebajaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan _pajak
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 5. ' '

(2)  Pajak Hotel yang terutang dipungut di Daerah. |

Paragraf 4
Masa Pajak
fasal b

- Maza Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan katender.

Bagian Kétiga
Pajak Restoran
| Paragrafi |
 Nama dan Objek Pajak Restoran
| Pasal 9 '
(1)  Denga) nama Pajak ”Re.storan ;dipungut pajak a{tasl sefiap pelayanari ya.ni‘_;

cisediakan oleh restoran. o
' 11
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2)

Objek Pajak Reslora_n adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pelayanan. yang "disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/alau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempal lain.

Tidak termasuk_ objek Pajak Restoran seb’agaimana dirmaksud pada ‘ayat (1)
adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiai) per butan.

Pafagraf 2
'Sdbjek dan }I_Va‘jib'Pajak Restoran
| Pasal 10 |

Subjek Pajak Restoran -adalah crang pribadi atav Badan vyang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran -adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Restoran. : :

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan,
dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Pasal 11

Dasar pengenaan Paiak Restoran adalah jumlah pembzyaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima Restoran.

Pacal 12

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% {sepuluh persen).

m—

@)

Pasal 13

Besaran "pokok Pajak Restoran. yang terutang dihitung dengan cara
mengalikar: tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 11.

Pajak Resloran yang terutang dipungut -te_rhadap restoran yang berlokasi di
Daerah. ' T

Paragraf 4
Masa Pajak

R
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Masa Pajak Réstoran adalah jaingka w_a:kt_u '1 (éatu) butan kalender.

)

@ -

@ .

M

@

wmpaoow

Bagian .K.e'.er'npat N
Pajak'H_iburan '
ﬁarégéaf 1'
Nama dan Objek Pa;ak Hlburan
Pasal 15
De‘ngan ﬁama Pajak Hiburah dipungUt' pajék alas setiap‘ penyelenggaraén Hit;uran

Objek Pajak Hlburan adalah jasa penyelenggaraan H|buran dengan dipungut
bayaran. : .

Hiburain sebag'ai'ména dimaksud pada ayat (1) adalah:

tontonan film; ‘

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ateu busana.

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

pameran;

sirkus, akrobat, dan sulap;

permainan bilyar, goii, dan bowling;

‘pacuan kuda, hiburan dengan mengyunakan keundaraan bermotor, dan
permainan ketangkasan;

panti pijat, refieksi, mandi uap/spa, dan pusal kebugaran (fitness
center}; dan

pertandingan olahraga.

.:3. .

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Pasal 16

_ ASUbj‘? Pajak thuran adalah- orang pnbadl atau Badan yang memkmata
~Hiburan., -

. 'Waglb Pajak Hiburan adalah orang pnbadl atau Badan yang menye!enggarakan v

H|buran .
o Paragra_f 3

13
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Dasar Pengenaan Tarif, Cara Penghntungan .
'dan Wl!ayah Pemungutan Palak Hiburan

. Pasal 17 .

. Dasar pengenaan Pajak ‘Hiburan adalah 1um!ah uang yang dntenma atau yang

seharuqnya dilerima oleh penyelenggara Hlburan

’Jumlah udng | yang seharusnya diterima sebaganmana dnmaksud pada ayat (i) -
- termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang drben"an kepada penenma,'
' jasa Hlburan _

Pas‘al'1-8 :

Tarif Pajak Hlbu'an d|tetapkan sebesar 35% (llga puluh lima peusen) untuk objek .
- pajak sebagat benkut -

) tontonan ﬂlm .
- - pagelaran kesenian, musik, tan danlalau busana;
kontes binaraga dan sejemsnya '
pameran; . :
sirkus, akrobat, dan sulap,
~ permainan bilyar, golf, dan bowling;
pacuan_ kuda, hiburan dangan menggunaskan kendaraan bermotor dan
permainan ketangkasan;
refleksi dan pusat kebugaran (fitness center); dan
pertandingan olahraga :

Tarif pa;ak Hlburan ditetapkan sebesar 75 % (tl.Ijuh puluh lima persen) khusus
untuk objek pajak sebagai berikut :

a. . kontes kecantikan ; dan

b.  pandi pijat dan mandi upa/spa.

Tarif pajak' Hiburan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) khusus
untuk objek pajak sebagai berikut :

.a..  kontes kecantikan ; dan
. b pantipijat dan mandl upalspa o

- Tarif Pa;ak Hlburan untuk j jems hiburan sebaga:mana dlmaksud dalam Pasal 15‘

ayat (3) huruf b yang khusus merupakan keseman rakyatltrad:sucnai dltetapkan
sebesar 5% (lima persen) , . .

14



: Pasal"‘[9-

. (1) Besaran pokok Pajak thuran yang teru:ang dlhltung dengan cara mengaukan lanf

sebagaimana dimaksud dalam Pasa!l 18 dengan dasar pengenaan pajak
_ sebagamana dnmaksud dalam Pasal 17 . ) )

Q@ Pajak Hiburan yang terufang d:pungur dl-Daenjah. :

.. Paragraf 4 .
Masa Paﬁak-'

Pasal"20

: . ‘Masa Pajak Hlburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

.Bagian Kelima

Pajak Reklame

' Paragréé.1 B

.Nar.na dan Objek"Péja,kR'el-(lar'ne, -
' Pasal 21 _ N

(i) Dehgan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas.seﬁép penyelenggaraan reklame.
@ Objek Pajak Rekiame adalah semua penyeleﬁgéaréan Peklame
5] Objek °ajak sebagaimana durraksud pada, ayat (2) mehnz..:

Reklame papan/b:llboard/wdeormn/rnagatmn dan sejenisnya;
Reklame kain;

Reklame melekat, stiker;

Rekiame selebaran;

Rekiame berjalan, termasuk pada kendaraan
Reldame udara;

‘Rekiame apung;

Reklame suara;

i. - Reklame film/slide; dan -

j- - Reklame peragaan:

Tidak terrnasuk sebagai objek Pa'ak Reklame adalah

TPFeTeapo

(4)

a. penyelenggaraan Reklam° melalui lntemet, te!evm radio, warta harjah‘. :
- .warla rmngguan warta bulanan dan sejemsnya : :

15
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@

tersebut.

. dan ukuran media Reklame.

b. - Iabellmerk produk;yang melekat pada barang yang._"_iperda'gangk‘an, yang -
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis iainnya ; :

C. nama pengenal uszha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan )
. . tempat usaha alau profesi dengan ukuran lidak lebih dari 1 (satu) m ? ; dan
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerinlah atau Pemerintah Daerah.
Parag raf 2

:Subjek dan Wajib Pajak Reklame
. | Pasal 22 ' |

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribédi atau Badan yéng menggﬁnakan

" Reklame. .

Wa}ib, Pajak  Reklame édala_h orang pribadi atau Badan yang- |
menyelenggarakan Rekiame. ' » ‘

Dalam hal Reklame dis’ele.ngg_arakan sendiri _éegara langsung oleh orang-
pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame -adalah orang pribadi atau B;dan;‘

Dalam hal Rekiame ‘diselengéarakan melalui pihak Ketiga, pihak ketiga
tersebut menjadi Wajib Fajak Reklaine. . :

Paragraf 3 .

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan
dan Wilayal: Pemunqgutan Pajak Reklame

Pasal 23
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak ietiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame,

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah,

Dalam hal Nilai Sewa ‘Reklame sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan atau disnggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan ‘dengan

~ menggunakan faktor-faktor sebagaimania diraksud padg ayat (3).

16
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@)

. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame’ sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan menambahkan Nilai Jual Objek Reklame dengan Nilai Strategis

. ‘Pemasangan Reklame. -

Hasif penghituhgan Nilai Sevv.va ﬁekIame sebagaimana dimaksud bada ayal ‘(i)'

+ ditetapkan dengan Peraturan Bupati. -

' Pasal 24

- Tarif Pajak Reklame ‘diieta‘pkan sebesar 25% (dua putuh lima persen).

- Pasal25

Besaran pokok Pajak Reklame yang terﬁfang dihitu‘ng dengan cara.:'nenga!ikan tarif

. sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 24 dengan dasar pengenaan pajai
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat {8). . :

Pajak 'Re:klémé 'ya‘ng terutang 'dipungut lerhadap  Reklame }ang
diselenggarakan di Daerah. -

Faragraf 4
Masa P.ajak‘

" Pasal 26

Masa Pajak Rekiame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau selama masa
penysienggaraan Reklame.

(1)
@

3

Bagian Keenam
Pajak Penerangan Jalan
Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak Penerangzn Jalan
Pasal 27

Dengan nama Pajak Penerangan. Jalan 'dipungm pajak atas setiap penggunaah'
tenaga listrik. s

Objek Pajak Péneraﬁgan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik.yang"
dihasilkan sendiri maupun yang diperolen dari sumber lain.

Lisirik yahg dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluruh pembangkit listrik. - . :

17
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@

)

M

()

* Dikecuatikan dari objek Pa]ak Peneranqan Jalan sebaganmana dimaksud pada

ayat (1) adafah :
a. penggunaan tenaga Ilslnk oteh inslansi Pemerintah dan Pemermlah
.+ Daerah;
b. - penggunaan tenaga_ listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
c. penggunaan tenaga lisirik yang dihasilkan _sendiri dengan kapasitas

tertenty yang udak memeriukan izin dari instansi teknis terkait.
Paragraf 2
Subje'k dén_Wajib Pajak Penerangan Jalah
- Pasal 28

Subjek Pajak °ene’angan lalan adalah orang pribadi atay Badan yang dapat
menggunakan tenaga listrik.

'Waub Pajak Pewerangan Ja{an adalah orang pribadi ‘atau Badan yang -

menggunakan tenaga listrik.
Dalam hal fenaga listrik dlsedlakan_ oleh "-sumber lain, Wajib Pajak
Pener-angan Jalan adalah penyedia ienaga listrik. o » S

Paragrat 3

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan
dan W:Iayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Pasal 29

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jatan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran
Nilai Jual Tenaga Listrik adaiah jumiah tagihan biava beban/tetap
ditambah dengan biaya pemakauan kWthanabel yang ditagihkan

" dalam rekening listrik; ' : :

b.. Dalam hal tenaga listrik d(hasulkan sendiri, Nilai Jual Tenaga- Listrik

: dihitung -berdasarkan "kapasitas tersedia, tingkat penggunaan fistrik,
. jangka waktu pemakalan listrik, dan harga satuan hstnk yang bedaku dn
Daerah ;
Pasal 30

" Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan listrik yang bersumber dan PLN

unluk non mdustn ditetapkan sebagal benkut

18 .
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a penggunaan tenaga '15"!:\ oieh golongan sos:a! adalah sebesaa 0% (nol‘

persen}
b. penggunaan tenaga |tSlﬂk oleh golongan rumah tangga ada{ah sebesar
- 5% (lima persen) ;
C. penggunaan tenaga fistrik oleh go!ongan blSﬂlS ada!ah sebesar 5% {lima -
persen) .
d. penggunaan enaga ltstrnk curah. oleh pemegang chn Usaha -
Ketenagalistrikan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) ; '
e. penggunaan . tenaga listrik mulhguna oleh golonoan pengguria _listrik

terlentu yang memerlukan pelayanan-dengan kualitas. khusus dan tidak
- termasuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan :
d adalah sebesar 10%(sepuluh pérsen).
Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, -pertambangan
minyak bumi dan gas alam, larn’ Pajak Pencrangan Jalan ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen) ,

Penggunaan tenaga listrik- yang dlhas:lkan sendm tarif Pa;ak Penelangan Jalan

dltetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 31
Besaran pokok Pajak Penerangén‘ Jalan yang lérulang dihitung dengan cara
menyatikan ta-f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 29.

Pajak Penerangan Jalan yang- terutang .dipungut di witayah Daérah.

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagtan dlalokas|kan untuk
penyedlaan penerangan jalan.

A Pat;agraf4 ‘
Masa Pajak

Pasai 32

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah ;angka waktu 1 (satu) bulan kalender.

- _Bagian 'Ketu'_juh .
Pajak Mi_nefal Bukan Légam dan BétUan :
- Paragraf ' R
Nama dan Ob]ek Pajak Mineral Bukan cham dan Batuan

Pasal 33
19



e s -

)

@

BEENTEXEL LTV N ODORIT AT TIQMOQ0 TN,

keglatan pengambllan Mineral Bukan Logam dan Baluan

‘Dengan nama Pa;ak Mmera! Bukan Logam dan Batuan dupungut pajak alas set:ap

Objek Pajak Mtneraf Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambﬂan

‘ Mme'al Bukan Logam dan Batuan yang melsput:

asbes,
batu tulis;
" batu setengah permata;
- batu kapur; '
‘batu apung; .
‘batu permata;:
- bentonit;
dolomit; -

. feidspar; .
- garam batu (halite):
_grafit, | :

granit/andesit;
gips;

kalsit;

kaolin;

teusit;

magnasit;

mika:

tnarmer:

nitrat;
opsidien/obsidian;
oker;

pasir dan herikil;
pasir kuarsa;
periit;

phospat;

takk;

tanah serap (fullers eadh)
tanah diatome;

dd. ianah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg.  yarosff;

~ hh.  zedlit;
ii. basal; .
ij. trakkit;

kk. " Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

leecuallkan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagasrnana

d:maksud pada ayat (1) adalah

20



()

O

@

8

@

-a. kegiatan pengambilan Mmeral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata

tidak dimanfaatkan secara komersial, seperli kegiatan pengambilan
tanah  untuk keperluan rumgh tarigga,. pemancangan tiang -
listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa
air/gas; dan o ‘

b. kegiatan. fpengambllan Mineral Bukan - Logam dan Baluan ‘yang
merupakan ikulan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak
d:manfaatkan secara komerS|a[

ParagrafZ
Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Baiuan
‘Pasal 34 o '

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Eatuan adalah orang pnbad: atau Badan

. yang mengambil Mineral Bukan Logam dzn Batuan.

Wajib Pajak Mineral Bukan ,Logam dan Batuar adalah orang pribadi atau Badan
yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. :
Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Menghitungan
dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Fasal 35

Dasar .pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah Nilai Jual Hasil

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) dihitung dengan mengalikan
volumeftonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata—rata yang -
bertaku di lokasi setempat di Daerah.

Dalam hal nllal pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sum diperoleh, digunakan harga
standar yang ditetapkan oleh Bupati. :

Pasal 36

Tarif Pa_jak Mineral Bukaﬁ Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas peréen).

Pasal 37
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Besaran pokok Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan yang terulang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud datam Pasal 36

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

@ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah
' daerah tempat perqamb-lan Mineral Bm(an Logam dan Batuan
_Paragraf 4
Masa Pajak
Pasal 38
" Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1 (satu) “bulan
ka!ender . :
Bagian Kedelapan '
Pﬁjak Parkir
Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak Parkir
Pasal 39
~ (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak alas seliap penyelenggaraan tempat
parkir.

@ Objek Pajak Parkir adalah penyefenggaraan lempal Parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, tzrmasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermoator.

(K] Tidar termasuk objek pajak sebagaimana cimaksud pada ayat (i) adalah :

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah
b. penyeienggaraan fempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan

untuk karyawannya sendiri;
C. penyeler.ggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan

negara asing dengan asas timbal balik. -

. Paragraf2 -
- Subjek dan Wajib Pajak Parkir
Pasal 40
- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir .

‘ kendaraan bermotor

T22



(1)

@

- Wajib- Pajak Parkir adalah Oré'ng pribadi .atalj Badan yang menyelenggarakan -

terpat Parkir.
Paragraf 3
Dzsar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan
dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir
o E Pasat41 L

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jufnlah pembayaran atau yang ™

+ seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, .

- Jumlah yang seharus'nya“ dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk potongan harga Parkir dan Parkir ¢uma-cuma yang diberikan kepada - -
penerima iasa Parkir. . = : ] : ) S

Pasal 42

Tarif Fajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh pérsen).

)

Pasal 43
Besaran pokok Pajak Parkir yang (e,ru.iang dihilung dengan cara mengaiikan tarif
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah.
Paragraf 4

Masa Pajak
Pasal 44

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktL- 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keseémbilan -
Pajak Air Tanah
Péragl;avf‘ 1 -
rﬂéma dan Objek Pajak Air Tanah
- ﬁa's,a‘;iﬁ
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(1) " Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas seliap_ pengambitan

@

o

@

5]

~popow

dan/atau pemanfaatan air tanah,

- Objek Pajak Air Tahéh adalah pengambilan dan/atau pémanfaatan Aif

Tanah.

Dikecsalikan dari objek Pajuk Air Tanah adalah - pengambilan  dan/atau

‘pemanfaatan Air Tanah unfuk keperluan dasar rumah langga,. pengairan v

pertanian dan perikanan rakyat, instansi pemeérintah, serfa peribadatan.-
Paragraf 2 .
Su.bjé_k dan Wajib Pajak Air Tanah

Pasal 46

'Subj‘ek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.. o

Wajib 'Pajak Air Tanzh ‘adalah orang pribad'i atau Badan yang melakuka_n

‘pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan
dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah

Pasal 47
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Pcroiehan Air Tanah,

Nilai Perolshan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut: '

jenis sumber air;

lokasi sumber air; :

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air:

volume air yang diambit dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan - S -

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau.
pemanfaatan air, ) : ) : o '

Besainya Nilai Peroléhan Air Tanah sebagaimana dimaksud bada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. .
' : ' Pasal 48
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' Tarif Pajak AirTanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). |

- ' . ‘Pasavl 49 | -
(1j Besaran pokok Pajék Air Tanah y'ang :erurtang dihiiung denga_n cara

mengalikan tarif sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar

- pengenaan pajak sebagaimana dirhaksud dalam Pasal 47. .
@ Pajak Air Taﬁah Qang'teruiang dipungut di Daerah.
| N o Parégrafct |

‘ Mas; Pajak
Paga! 50

Masa Pajak Air‘Tanah adaiah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesepuluh

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

p—
=N
—

Dengan nama Pzjak Szrang Burung Wale! dipungul pajak atas setiap kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung waiet.

@ Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
Sarat g Burung Walel.

1€)] Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
Paragraf 2 .
Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 52

)] Subjek Pajak Sarang Burung Walet adaiah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakain Sarang Burung Walet.

25



R et S

m .

@

Wajib Pajak Sarang Bdruﬁg Walet adalah ¢rang pribadi atau Badan. yarig
melakukan pengambilan dan/atau mengusah‘akan Sarang Burung Walet. - .
‘ Paragréf 3. ] -
' Dasar Pengenaan, Tarif, Cara'Penghitungan -
- dan Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
 Pasalsd

Dasar perigenaan Paiak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sa’rang
Burung Walet. ' - : ‘ ‘

Nilai Jual Sarang' Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Buiurg Walet yang

berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Bunlng Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

)

@

Pasal 55.
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terulang dihitung dengan cara
mengalikan larif sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Daerah.
Paragraf 4 :

Masa Pajak

Pasal 56

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesebelas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
- 'Nama dan Objek

Pajak Bumi gan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
: Pasal 57
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,Dengan nama Pajak Bumi- dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dspungut |

pajak. atas pemillkan penguasaan dan/atau pemanfaatan " bumi: danlatau
bangunan

‘Objek Pajak Bumu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Buml
“dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh ‘orang .
- pribadi atau " Badan, kecuali kawasan yang. digunakan  untuk kegiatan -

usaha perkebunan perhutanan dan peﬂambangan

_ Termawk dalam pengertlan Bangunan adalah

a. jalan Imgkungan yang terletak ‘dalam satu kompleks bangunan seperti
. hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks. Bangunan tersebit;: :
jalantol; -

kolam renang; °

pagar mewah; o

tempat olahraga, . ' C -

- galangan kapal, dermaga;

taman mewah; . ’

- tempat penampunganlk;lang mlnyak alr dan gas, plpa mmyak dan

i.  menara.

‘Objek Pajak yang tidak dikénakan Pajak Bunu dan Bangunan Perdesaan dan

Perkolaan adalah ob;ek pajak yang :

a. dlgunakan oleh Pemenmah dan Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan;
b. digunakan semata- mata ‘unfuk melayani kepentmgan uraum di bidang

- ibadah, sosial, kesehatan, perdicikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak di maksudkan untuk memperoleh keuntungan;

C. digunakan unfuk kuburan pennnggalan purbakaia, atau yang sejenis
denganity; -
d."  merupakan hutan findung, hutan suaka aiam hutan wisata. taman

nasicnal, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa. dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;
e. ' digunakan oleh perwakilan diplomalik dan konsulat berdasarkan asas
* - perlakuan timbal balik; dan

- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga .nternasuonal yang

- ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Besarnya- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dltelapkan sebesar Rp

' 10 000 000,00 (sepuluh juta ruplah) unluk setiap Waub Pa;ak

Paragraf 2
’ Subjek dan Wajlb

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
. Pasal 58 :
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Subjek Pa;ak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah or=ng'
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi.
dan/atali memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasal

-danfatau'memperoleh manfaat atas Bangunan

» Wajib Pajak Bumi dan ‘Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adaiah ofang

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh. manfaat. atas Bumi, dan/atau- memiliki, menguasai,

dan/atau memperofeh manfaat atas Bangunan. S
- Paragraf'3

Dasar Pengenaan Tarif, Cara Penghitungan,; Masa Pajak dan

Wilayah Pemungdtan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 59

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
NJOP. . _ S

Besaunya NJOP sebagaimana 'dlrnaksud pada ayal (1) ditetapkan setiap 3. (tiga)

‘tahun, . kecuali untuk objek pajak tertenlq dapat ditetapkan setiap tahun

sesuai dengan perkembangan wilayahnya. -

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkolaan diletapkan 0,3% (nol koma tiga
persen).

Pasal 61

Besaran pokok Pajak Bumu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yany terutang
¢ihitung dengan cara mengahkan tasif sebagaimana dimaksud dalan: Pasal 60
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 setelah
dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pa;ak sebagairnana dumaksud
dalam Pasal 57 ayat (5). . .

)

@

. Q)

Pasal 62 -

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) !ahun kalender,

~ Saat yang menentukan pajak yang terutang’ adalah menurut keadaan ob}ek_

pajak pada tanggal 1 Januari. O
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang melnputl letak objek :
pajak. ' .
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Pasal 63

: Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP

SPOP seb'agaumané dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar,
dan lengkap serta ditandatangani dan dlsampalkan kepada Bupali yang wilayah
kerjanya meliputi ietak objek pajak, selambat-tambainya 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Sub,ek Fajak.’

Pasai 64

. Berdasarkan SPOP, Bupali ménerbitkan SPPT.

Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagal berikul :

- oa 'SPOP sebagalmana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak dzsampalkan

- dan setelah Wajib Pajak ditegur secara terlulis oleh Bupati
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
" pajak yang lcrutang lebih besar dari jumiah pajak yang d:hltung
‘berdasarkan SPOP yang dtsampalkdn olenh Wajib Pajak

Bagian Kedua Belas
Bea Parolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1

Nama dan Objek Pajak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 65

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungul pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perclehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

" "Ferolehan Hak alas Tanah danfatau Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi :

" a Pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) fukar menukar;
3) hibah;

4)  Hibah wasiat, _
29



-8 . waris;
- 6) - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7)  pemisahan hak yang:mengakibatkan perafihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang; '

. 9) pelaksanaan- putusan hakim' yang mempunyaa kekuatan hukum

tetap; . .

10)  penggabingan usaha;
11)  peleburan usaha;
12)  pemekaran usaha; dan -
13} . hadiah. -

b. Pemberian hak baru karena
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak

(4) Hak alas tanah sebagatmana dlmaxsud pada ayat (2) adalah:

hak milik:

hak guna usaha;

tiak guna bangunan

hak pakai; :

hak milik atas satuan rumah susun; dan
nak pengelolaan. :

m~eaooTw

(5) Objek pajak yang lidak dikenakan Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adaleh objek pajak yang diperoleh :

a. perwakiian diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik:

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/alau  untuk
palaksanaan pembanginan guna kepentingan umum,

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang dltetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat lidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi alau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

..

orang pritadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Parégraf 2

Subjek dan Wajib Pajak .
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
_ Pasal 66

1) Sub}ek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: adalah orang
pribadi atau Badar yang memparoleh Hak alas Tanah dan!atau Bangunan.
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Wajlb Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pﬂbad; atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah danlatau Bangunan

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara’ Penghitungan dan Wllayah Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas ‘Tanah dan Bangunan i

Pasal 67 -

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nifai
Perolehan Objek Pajak

“Nilai Pe’ro!ehan Objek Pajak seﬁaga_ima‘na dim’éks_ud pada ayat (1),.dalamuhal .

jual beli adalah harga transaksi;
-fukar menukar-adalah nilai-pasar; .
“hibah adalahnilai pasar,
- hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar,
’ pemasukan dalam pesercan. atau badan hukum lainnya adalah nilai
pasar; _ —
" pemisahan hak yang mengaklbatkan perahhan adalah nilai pasar
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
: kekuatan hukum tefap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nitai pasar;
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai
pasar, -
penggabungan usaha adalah nilai pasar
peleburan usaha adalah nilci pasar;
pemekaran usaha adalah nilai pasar,;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau-
penunjukan pembeli dalam lelang agalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.

TQ

—

osgrx

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf n fidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi.dan Bangunan pada tahun terjadinya

. perolehan, dasar pengenaan yang dpakan adalah NJOP Pdjak Bumi dan
Bangunan. - :

Besamya Nilai Pero.:han Objek Pajak Tidak Kena: Pajak duelapkan sebesar
Rp. 8. 000 000.00 (enam puluh juta ruplah‘ untuk sel:ao Waijib Pajak.

' Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah waslat yang dlterlma orang
pnbadi yang mas:h dalam hubungan keluarga sedarah dalam gaﬂs keturunan_

K}



’ Iurusjsatu derajat ke atas até‘u' saty derajat ke bawah d,erigén pemberi hibah,
wasiat, teimasuk suamifistri, ‘Nilai Perolehan Objek Pajak’Tidak Kena .Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). - ’

Pasal 68
Tarif Bea Per'olehan'Hakfata's'Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (hma )
persen). s o o : ' '

- Pasal6g ©.

{1)  Besaran pokok'Béa'Pérotehari_ Hak atas Tanah dan Bangunan yang. terutang
dihitung dengah cara mengalikan Aarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sefelah

-dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tida% Kena Pajak ssbagaimana dimaksud-
dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat(5). L : o ' ’

(¢ Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pesal 67 ayat (2) fidak
- diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengendan

PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB. yang teruiang =

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
dengan NJOP PBB setelah dikutangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 67 ayal (4) dan'ayat (5). , .

2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di
Daerah. '

Paragraf 4
Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak
Pasal 70

(1j Saat terutangrya pajék Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk :

a jual beli adalah sejak tanggat dibuat dan ditandatanganinya akia;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuatl dan ditandatanganinya
akfa; :

C. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan dila'ndatanganinya akta,
d.  hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e . waris adalah sejak tanggal yang bersangkutar mendaftarkan peralihan
haknya ke kantor badan peranahan; .

f. ‘pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalzh cejek

' langga! dibuat dan ditandatanganinya akia; :

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal

. dibuat dan ditandatanganinya akta; _ . .

h. putusan hakim adalah sejak tanggal pulusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; - '
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. pémberian hak baru atas Tanah 's;ebagaif.kelanjutan dari pelepasan hak -
adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; -

j.  ‘pemberian hak baru di‘luar pelepasan hak adalah sejak tangg’al"
, diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; .
k.- fpenggabungan usaha adalah sejak tanggal dlbuat dan d:tandatanganznya
- akia;
L. peleburan usaha. adelah sejak taﬂggal d|buat dan dltandatanganmya
: akia; . A
- om. pemckaran, usaha adalah sejak tanggal dlbuat dan dltandatanganfnya o
- .akta; .
o hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan dltandatanganmya akta dan.
0. lelang adalah séjak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dnlunasn pada saat terjadinya perolehan hak
sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Pejabat Pembuat Akia Ténatholaris hanya d'apat menandatangani akia'
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib “Pajak
mcnyarahkan bukti pembayaran pajak

Kepala kantor yang membudangi pelayanan lelang Negarad hanya dapat
menandatangani risalah lclang Perolehan Hak ates Tanah dan/atau Bangunan
selelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Kepala Kantor Badan Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak
atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukli pembayaran pajak.

Pasal 72

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Noians dan kepala kanior yatig membidangi
pelayanan lelang negara melaporkan pembualan akta atau rigaiah letang
Perolehan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan kepada Bupati paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara "pelaporan  bagi pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa: 73

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor vang _membidangi
pelayanan lelang negara vang melanggar ketentuan sebagamana dimaksud.
dalam Pasal 71 ayat (1} dan ayat (2) dikenakan sanksi administralif berupa
denda sebesar Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima raius ribu rupiah} untuk setlap' )
pelanggaran. .

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar kete:-luan sabagalmana dlmaksud ,
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dalam Pasal'72 ayat (1) dikenakan sanksi administrati_f berupa denda sebesar -
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan., .. =

'Képala Kentor Badan Pertanahan yang mefanggar ketentuan 'Sebagaimana
dimaksud dalam - Pasal 71 ayat. (3) dikenakan sanksi sesuai dengan
lfetentuan peraturan perundang-qndanga‘n.' o o S
BAB Il |
. PEMUNGUTAN PAJAK
Bagi'an_ Kesatu »

- Tata Cara lPeni_ungutanv'

o quél 74
Pemungutan Pzajak dilé,r,ang diborongkan.

Sefiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan - -

perundang-undangan perpajakan.

Pasal 75

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan suratiketeiapan pajak/penetapan Bupati
adalah : .

a Pajak Reklame |
b. Pajak Air Tanah ; dan : ‘
c Pajak Bumi dar Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
. Pajak Hotel ;

Pajak Restoran ;

Pajak Hiburan ;

Pajak Peneranrgan Jalan ;

Pajak Parkir ;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ; .

Pajak Sarang Burung Walet ; dan

Bea Parolehan Hak alas Tanah dan Bangunan.

Pasal 76
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dibayar berdasarkan SKPD -
atau dokumen lain yang dipersamakan. . _
. _ _ 2
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_ Dokumen flain_yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ™)
. berupa karcis dan nota perhnungan .

Pasal 77

Wajib  Pajak yang'hémemjhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar

-sendiri sebagaimana - dimaksud ‘Pasal 75 ayat (2) dibayar berdasarkan

SPTPD, SKPDKB danlatau SKPDKBT,

SPTPD sebagalmana dlmaksud pada ayai (1) harus diisi: dengan jelas, benar

dan Iengkap serta dltandatangam oleh wajib pajak atau kuasanya.

SPTPD sebagalmana dsmaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada

" Bupati paling Iambat 15 (lima belas) hari ka[ender setelah _berakhirnya masa

pajak
Dor(umen SSPD pada BPHTB berfurg3| sebagal SPTPD.

"Pasal 78,

~ Dalam jangkea waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 1erutangnya pajak, Bupati

dapat menerbltKan

a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD fidak disampaikan kepada Bupaii dalam jangka waktu
15 (fiina belas) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya, sebagaimana ditentukan dalam
surat leguran;

3 jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dnpenuha pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pa,ak
vang terutang.

C. ‘SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
© pajak. .

Jumlah kekurangan pajek yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pzda ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
adm.n'stratlf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) butan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
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Jumlah -kekurangan pa;ak .yang terutang -dalam’ SKPDKDT sebagalmana'
dimaksyd pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% ({seratus persen) dari _jumlah kekurangan pajak
tersebut

Kena:kan sebagalmana dsmaksud pada ayat (3) fidak dikenakan jika Wajlb Pajak -

melaporkan sendtn sebelum ditakukan tindakan pemenksaan

Jumtah pajak yang terutang dafam SKPDKB sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka.3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif .

berupa bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang.
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama.24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. ‘

Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi, dan tata cara penerbltan SKPD atau -
dokumen lain yang dipersamakan sebagaemana dimaksud dalam” Pasal 76 diatur
dengan Peraturan Bupatl a
Ketentuan lebih’ lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbiian._ .
pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupati.

. Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasat 80

Setiap wajib pajak wajio mengisi SSPD.

SSPD wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak.

SSPD waijib disampaikan kepada Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan. .
penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayal &) dua\ur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 81

Bupati dapat menerbitkan STPD jika: -

a. - pajak datam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, , :

b. deri hasil penelitian. SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebaqal
akibat salah tulis danlatau salah hatung

3%
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c Wajib Pa;ak dnkenakan sanksu admwslrahf berupa bunga danlatau. -
- denda. - . .

Jumlah kekurangan pa;ak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling. lama’ 15
(lima belas‘ bulan sejak saat lerutangnya pajak.

SKPD ‘yarg tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran'
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% - (dua persen),
sebulan dan ditagih melalui STPD. .

Pasal 82

Bupali menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (liga puluh) hari kerja seielah saat
ierutangnya - pajak dan paling - lama 6 (enam) bulan -sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak - o

SPPY, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Bandirg, yang menyebabkan jumlah pajak_
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi daiam jangka wakti palmg lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Bupati atas permononan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur alau ‘menunda pembayaran pajak dengan’ dukenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanju! mengenal tata cara pembayaran, p’enveto’fan
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 83

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB.SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetutan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat. duaglh dengan
Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
pefundang undangan :

Bagian Ketiga
Keberatan dan Banding

rasal 84 o )
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Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatn atau peiabat
yang dltunjuk atas suafu: , .

, SPPT K
SKPD; . ' K
SKPDKB; '
SKPDKRBT,
SKPDLB

~ SKPDN;dan - -
Pemotongan atau pemunqutan oleh p:hak ketiga berdasarkan’ ketenluan
peraturan perundang undangan perpajakan daerah. ‘

Keberatan diajukan’ secara - tertulls dalam ' bahasa Indonesia ' dengan
diseriai aiasan-a[asan yang jelas. : ' ‘

Keberatan harus dtalukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tlga) butan se;ak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pesmungutan sebagaimana dimaksud.’
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dlpenuhl karena keadaan di luar kekuasaannya

Keberatan dapat' diajukan apablla Wa;{b Pajak telah membayar pahng
sedikit sejumlah yang telah disetujui Waj:b Pajak. ,

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebaga mana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan ,
sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan clen Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan

Pasal 85

Bupati dalam jangka \-l;laktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan vang
diajukan,

Kepuiusan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terulang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada ayal (1) telah lewat dan
Bupah lidak memberi suatu keputusan, keberalan yang diajukan tersebut
diangaap dikabutkan. ‘ o
R " Pasal 86

Wajib Pajak. dapat mengajukan pennohbnan banding hanya kepada Pengadi!an
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati,

.38
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Permohonan banding sébagaifr.nana dimaksud ~pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalan - jangka
wakiu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri ‘salinan dari surat

keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding ‘menari‘gguhk‘an kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. -

-Pasal 87

- Jika 'pengajuan keberatan atau permohonari_' banding dikabulkan sebagian .étau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan uniuk paling lama 24 (dua
pulub empat) bulan. ’ )

mbalan bunga s_ebagaimana d_ia‘riaksud padé_ avat (1) 'dihitun-g sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

* Dalam haj keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkén sebagian, Wajib Pajak

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puiuh persen)
dari jumiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebefum mengajukan keberatan. .

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 88
Atas permohonan Waijib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat

membetulkan SPPT, "SKPD, SKPDKB, SKPDKBY atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan

'_h_itung dan/atau kekeliruan. penetapan ketentuan terlentu dalgm peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat : D

' a. mehgurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
L ' | 39
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undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Waijib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan ‘atau-membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPOKBT atau
- STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, ~

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau keletapan pa;ak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dergan tata cara yang ditentukan: dan -

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajlb Pajak atau Kondm tertprtu objek
_pajak . : '

Ketentuan - lebih lanjut mengenai. tata carazppengdranga'n atau

penghapusan sanksi administratil dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB v
PENGEMBALIAN KELEéIHAN WYM
Pasal 89 |
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajnb Pajak dapat mengajukan permchonan

pengembalian kepada Bupati. :
Bupat! dalam jangka waktu paling lama 12 (dua beias, bulan, sejak

. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap aikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu) bulan.

Apablila Waijib Pajak mempunyai utang Pajak. kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk metunasi
terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

Pergembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagainiana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak
dllelbctkannya SKPCLB.

Jika pengemba!ian kelebihan pembayaran Pajak ditakukan setelah lewat 2 (dua) .
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Tata cara pengembalian kelebihan pr-mbayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
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KADAL UWARSA PENAGIHAN .
Pasal 90
Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaua
waktu 5. (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apab:la' '

Wapb Pajak melakukan ’lndok pidana dlbtdang perpajakan Daerah

Kadaluwarsa penag:han Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1). tertangguh
apabiia : . .

A diterbitkan Surat Teguran danlatau Surat Paksa: atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik Iangsung maupun '
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan- Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dlmaksud
pada ayat (2) hurut a, kadaluwarsa penagihan dih.tung sejak tanggal
penyarnpalan Surat Faksa tersebut.

De'lgakuan utang Pajak secara Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adaiah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan ~masih

mempunyai utang Fajak dan belum melunasmya kepada Pemeriritah Daerah

Pengckuan titarg secara tldalr langsung sebaga,mana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penuncaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. »
Pasal 91

Piutang Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. ’

Bupati meretagkan Keputusan Pengnapusan Puutang Pa;ak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

8ABVI
Pasal 92
Wajib Pajak vang melakukan . usaha dengan’ omzet pallng sedlklt Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta ruplah) per tahun wajlb menyelenggarakan'
pemoukuan atau pencatatan.
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" Kriteria Wajib Pajak dan penenldan besaran omzel serta lata cara pembukuan
~-, atau pencatatan sebrgaimana dimaksuq pada dyal (1) diatur dengan Peraluran

Bupa;i. g
| ~ BABWI
PENELIIAN DAN PEMERIKSAAN
' VPésal 93

Bupali atau Péjabal yang dituhjuk wéji,b melakukan kegiatan penelitian atas SSPD
yang disampaikan Wajib Paiak. ' S :

Penelitian yang dilzkukan harhs _htempefhatika‘n hal-hal sebagai‘ berikut :
a. tar_if- dah NPOPTKP harus Ases.uai déngan yang ditétapkan ; )

bh. adanya kepastian bahwa Wajib Pajak telan membayar BPHTB dan -telah.
disetor-ke Kas Daerah ; : y

c. pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak ;
d. dalam peralihan hak atas tanah dan atau dangunan, tidak terdapat
tunggakan. : ' '
Pasal 94

Bupaii berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenchan kewajiban .
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah. ' )

Waijib Fajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :

a. memperiihatkan dan/atau buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dar dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak ;

b. memberikan kesempatan uniuk memasuki tempal atau ruangan yang
dianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau _

c. memberikan keterangan yang diperiukan.

Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan wajib
pajak dengan basis data yang dimiliki Daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB. dan SKPDN. .

Jika ada perbedaan yang signiﬁka:i*pada objek pajak antara yang dilaporkan

~ dengen data basis pajak-yang dGimiliki Daerah, maka dilakukan pemeriksaan

sederhana lapangan. o
o BAB VIl
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" Dinas yang melaksanakan
+ pencapaian kinerja tertentu. B

o . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.-

- keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- INSENTIF PEMUNGUTAN
 Pasal9s

pemungutan Pajak dapat diberi ins'entii"'atas dasar '

Penmiberian inséntif vseb’agéimana dimaksdd pada ayal (1) ditetép_kan melalui .

- Tata cara pem'berian dan pemanfaétan insentif sebagaimana dinr\aksud pada ayal
D diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’ "

BAB IX
" KETENTUAN KHUSUS

Pasal 96

"Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala scsuatu yang

dikelahqi atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-uridahgan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ienaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. )

Dikecuvalikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) adalah: .

a. Pejabat dan t2naga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yany ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang metakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.

- Untuk kepentingan Daeran, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada
- pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperiihatkan bukti

tertulis dari atau tentang Wdjib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau .
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan .
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat' (2), untuk memberikan ‘dan memperiihatkan bukti‘tertulis dan
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Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayal {5) harus m‘enyebhlkan nama

tersangka atau nama_ tergugat,, keterangan yang dimirta, ‘serla kaitan antara

gerkara ‘pidana atau perdata yang bersangkulan dengan keterangan yang
iminla, ' I o

o BAB X
: 'PENYIDIKAN
Pasal 97

Pejabat Pegawai Negeri Sipil. tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. L ,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertenfu di Lingkungan- Pemerintah - Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan: : ‘ :

Wewenang Penyidik sebagaémana'dimaksud pada ayat'(1}'adaiah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atay
laporan berkenaan dengan tindax pidana di bidang perpajakan Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. . meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi  atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

<. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeniksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah; .

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
' péncatatan, dan dokumen- lain, serta melakukan penyitaan terhadap -
bahan bukti tersebut; ' o :

f; ‘memima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g- menyuruh 'berhénti danfatau melarang seseorang meninggalkan
' 44
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ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan. Sedarig berlangsung dan -
- memeriksa identilas-orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawa; - .

h. memotret éése.orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

. Daerak; - ‘ _ . . ..
i~ memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa- ssbagai
tersangka atau saksi; ' L '

i menghentikan penyidikan; dan/atau
k. ‘melakukan tindakan lain 'yang.pérlu unluk kelancaran ‘penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan -

peraturan perundang-undangan. | -

Penyidik sebagaimana dimaksud padé ayat (1) memberitahhk‘én

_dimulainya penyidikan dan _menyampaikan  hasil penyidikannya - kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi- Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. ' : '

BAB XI .

KETENTUAN PIDANA
Pasal 98

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau fidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) fohun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
lerutang yang tidak atau kurang bayar. o

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau me'ampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4.
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayat.

Pasal 99

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerzh tidak dituntut seielah :‘nelampa‘ui' jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak-atau berakhirnya Masa Pajak atau -
berakhirnya Bagian Tahun Paiak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.

(1

‘Pasal 100

Dipidana déngan‘pidana penjara dan denda seSuai dengan ketentuan peraturan
perundarg-undangan yang berlaku bagi : - T
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a.  Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bypati yang karena
kealpaannya - tidak memenuhi  kewajiban ~merahasiakan hal
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) :-

b. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak meménuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 97 -
ayat (1) dan ayat'(2). B . .

(2)  Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud padd ayal (1) hanya - - .

ditakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. © .

(3)  Tuntulan pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2)..“sesuléi
dengan sifatnya  adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atay -
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal101

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100 ay'at' ('11 merupakan
penerimaan negara. . : '

" BAB X#
" KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih
dapat ditagih selama jangka waktu § (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 103
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Ketentuan mengenai Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Bab il Bagian
Kesembilan Peraturan Daerah ini mutai beraku sejak tanggal 1 Januari 2011;

b." Ketentuan mengenai Psjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada Bab |l Bagian Kesebelas Peraturan Daerah ini mulai
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 ; - .

c. Ketentuan - mengenai Bea ' Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan
sebagaimana dimaksud pada Bab i Bagian Kedua belas Peraturan Daerah ini, -
mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. ' . o _
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'b.  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 ten.ang Pengelolaan
: Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004

Nomor“11 Seri B) sepanjang mengenal Pajak Pengambilan Bahan Galian
- Golorigan C ; : :
c. . Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak
: Pengambilan Sarang Burung Walet dan- SejemSnya (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 10 Seri B);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pajak Hotsl
{Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 11); - ‘
e. . Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pa;ak

: Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor. 12);
f.  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 13);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak
“Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 14);

h. " Peraturan. Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak
s Penerangan Jalan (Lembaran Dderah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 15)

dicabut dan dmyatakan tldak beriaku
©  Ppasal105.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah habupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 November 2010

BUPAT! LEBAK,
Cap/itd.
H. MULYADI JAYABRAYA
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PENJELASAN
. ATS -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
t NOMOR 6 TAHUN 2010

. TENTANG

© PAJAKDAERAH

UMuUM

Dalam rangka pe.n.yelénggariaan pemerintahan, berdasarkan keten{uan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah, - Femerintah

Daerah- berhak ‘mengatur dan mengurus sendii urusan’ pemerintahannya dan. "

memungut Pajak Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pe!aksanaan-pemunguiah Pajak D'aerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu .
Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang Undang Nornor 28
~ Tahun 2009 tentang Pajak-Daerzi dan Retribusi Daerah. - : o

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, penetapan jenis Pajak
Daerah bersifat close list (daftar tertutup), ariinya di luar jenis Pajak Daerah yang
ditetapkan Undang-Undang Namor 28 Tahun 2C09 tidak dimungkinkan ditakukan
‘pemungutan jenis pajak lainnya. Pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah
. Dagrah untuk menetapkan jenis pajak daerah baru bertujuan untuk memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada akhimya dapat
meningkatkan  keasadaran masyarakai dalam memenuhi  kewajiban
perpajakannya. :

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan, Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi kewenangan yang iebih besar kepada
Pemerintah Daerah dalam bidang perpaiakan, yaitu dengan memperiuas
basis Pajak Daerah dan memberiken kewenangan kepada Daerah datam
penetapan tarif. '

Perluasan basis pajak tersebut meliputi perluasan cakupan dalam Pajak Daerah
dan penambahan jenis pajak baru. Perluasan cakupan dalam Pajak Daerah -
meliputi Pajak Hotel yang diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel
dan Pajak Restoran yang diperluas hingga mencakup pelayanan katering.
Sedangkan dalam penambahan jenis pajak daerah, ada 4 (empat) jenis pajak baru
untuk Kabupaten yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea
Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, seria
. Pajak Air Tanzh yang semula merupakan pajak provinsi.

Dengan adanya perluasan basis pajak, Pemerintah Daerah melalui Peraturan
Daerah ini menetapkan tarif masing masing jenis Pajak yang disesuaikan dengan
kondisi rill masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan
iklim investasi di Daerati. . ' '
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Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip .pajak yang baik,
- sehingga diharapkan Pajak Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high
cost economy} dan atau menghambat mobilitas penduduk, ‘lalu lintas barang dan
jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.- o -

Dalam rangka. meningkatkan. akuntabilitas - pengenaan pajak, sebagian’ hasil
pancrimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang,berkaitan dengan
Pajak tersebut. Misalnya Pajak penerangan Jalan, sebagian dialokasikan untuk -
membiayai penerangan jalan. ‘ o S

Semula pengaturan mengenai Pajak Daerah masih tersebar. dalam beberapa -
peraluran daerah (satu jenis Pajak Daerah dalam salu Peraturan Daerah). Saat ini,
pengaturan mengenai Pajak daerah diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah
saja yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, ' -

Dengan diberlakukanrya Peraturan Daeiah * ini, sejalan dengan adanya
peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, diharapkan’
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Daerah- semakin
mampu membiayai sendiri kebutuhan pengeluarannya dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta dapat mengurangi ketergantungan Daerzh
terhadap dana aiokasi dari Pemerintah Pusat. -~~~

- PASAL DEMIPASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
_ Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat(1)

Ayat (2)

Ayat (3) ’
Ayat (4)
-Hurufa -
Cukup jelas.
Hurufb o .
Pengecualian apartemen, kondominiuni, dan - sejenisnya didasarkan atas izin
usahianya. - - I
Huruf ¢
Cukup jelas.
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Huruf d

* Cukup jelas. -

Hurufe
Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.
Pasal §

Cukup jelas,
. Pasal6
Cukup jelas.

~ Pasal7
Cukup jelas. .

Pasal 8

Cukup jelas,

‘Pasal9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 -
Cukup jelas.
Pasa! 13
Cukup jelas,

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas. .

Pasal16 -
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

- Pasal 18

- Ayat(1)
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Cukup jelas.

Ayat(Z) P

Cukup ielas.A . ‘

Ayat (3) -

Yang d:maksud dengan "hnburan berupa kesenzan raxyatltradesnona
adalah "hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang peru untuk

dileslarikan dan’ dlselenggarukan d: tempat. yang dapat dakunjungr oleh semua
lapisan masyarakat

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasad 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal28
Cukup jelas.
Pasal 29
Pasal 30.
Cukup jelas.
Pasal 31



Cukupjetas.
Pasal 32
Pasal 33

- Cukup jelas. 7

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal3s

“Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 33

~ Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas. -

Pasai 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal44q
Cukupiehs-.
Pasal 45
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jetas.



. Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas.
‘Pasal 50
Cukup jelas.

. Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelasr

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat(1)

Cukup jelas A

Ayat {2) . :

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang
digunakar. oieh peruschaan perkebunan, perhulanan, dan perlambangan di
tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak
pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf & }

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk mempemleh_
keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan un}uk melayani
kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah
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kesehatan, pendidikan, dan %ebudayaan nasional - tersebut. Termasuk
pengedian ini adalah hutan wisata milik ‘negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. ‘ ‘
Hurufc

Cukup jelas.

tangga dari yayasanlbacian yang bergerak dalam - bidang _iﬁadah. .sosiai._.

Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe -
LCukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas. -

Pasat 58
Cukup jeifas.

Pasal 59

Ayat(1) '

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan; :

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. adalah suztu
pendekatan/metode penentuan nilai juai suatu objek pajak dengan
cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang
letaknya berdekatar. dan fungsinya sama dan telah diketahui harga
juainya;

b. nilai perolehan baru .adalah suatu pendekatan/metode penentuan
nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkar untuk memperoleh objek lersebut pada saat
penilgian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan
kondisi fisik objek tersebut;

C. nilai jual pengganti, adalzh suatu pendekatan/metode penentuan
nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasit produksi
objek rajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarhya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekaii. Untuk Daerah
tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP
vang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.



Pasal 61 ’ :

, NI!a: jual untuk bangunan sebelum daterapkan tarif pajak dukurang| terlebuh
- dahulu dengan’Nitai Jual Tldak Kena Pajak sebesar Rp 10.000. 000 (sepu!uh

juta rupiah),

Contoh :

- Wajib pajak A mempunyat objek pajak berupa :

. Tanah seluas 800 m? dengan harga jual Rp. 360.000,00/ me;

*+ - Bangunan seluas 400 m” dengan nilai jual Rp. 350.00C, GC/ m

¢ Taman seluas 200 m° “dengan nifai jual Rp, 50.000,00/ m’ ,
. Pagar seluas 120 m dan ttngg: rala- rala pagar 15m dcngan nitai jual Rp.—

175.000,00/ m

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.0000,00 =Rp. 240 000. 000 00
2. NJOP Bangunan

’ a. - Rumah dan garasi

400 x Rp.350.000,00 ' = Rp. 140.000.000,00
b. Taman- -
. .200 x Rp. 50.000,00 . =Rp. 10.000.000,00
¢. Pagar ‘ ,
{120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 =Rp. 31.500.000,00 +
Total NJOP Bangunan - = Rp. 181.500.000.00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp. _1C.000.000.00 -
Nilgi Jual Bangunan Kena Pajak =Rp. 171.500.000.00 +
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00

3.
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
Feraturan Daerah 0,2%

5. PBB terutang : 0,2% x Rp. 411.500.006,00 = Rp. 323.000,00

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peénetapan SKPD ini hanya unfuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Pasal65 -
Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
55



Pasal67
Cukup jelas, -

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)

Contoh: —_— o

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak : - = Rp.65.000.000,00.
Niiai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.60.000.000.00 {-)
Nitai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp.  5.000.000,00
Pajak Yang Tenstang = 5% x Rp. 5.000.000,00 =Rp. 250.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jeias.

Pasal 71
Ayai (1)
Cuxup jelas.

Ayat (2) : . ‘
Yang dimaksud dengan “risalah lelang" adatah kutipan risalah lelang yang
ditandatangzni oleh Kepala Kanlor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

. Ayat(2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan . pajak, yailu ditetapkan -
oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.



Cara pertama. pajek dibayar oleh Wajib Pajak setelah ‘terfebih dahuly.
kepercayzan  kegads Wajh Paizk  uniuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dam melEporken sendi pajai yang lendang dengan menggunakan
Pasal 75

Cuboup jolas.

Pasal 76
Cukp as.

. Pasal 7T

Ayt (1) : T

Waiil Pajak yamg mememuthi kewajibamnya dengan cara membayar sendi,
dinvajitblam mlﬁbmm@m}akymgta@gdammmzmmm.

Jika Waijits Pajzi yemg dibveri kepercayaan menghitung, memperhilungkan,
membayar, dam melzporkan sendin pajak yang lerutang tidak memenuhi
kewzibannya sebagzimena mestinys, dapal dilerbitsan SKPDKD dan/atau

smwmmmmmm

Ayt 2y

Ayat (3}

Culeup pias.

Ayat )

Pasal 78

Kelondesn i U penerbitan surat keletapan pajak atas pajak yang

dibiayar sendivi Pemerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib

Pajak terteriu yong disebabican aleh an dalam pengisian SPTPD

mmmmmwmmmmm

m C kewenamgan lepada Bupati untuk dapat rbitka
i member ke mene n

m..mmmwummmustm..

dengan perkataan lkain hanya terhadap Waiib Pajak tertenty yang nyata-
oyata alau berdasarkan hasid pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban
'Sam SPTPD padaum jak 2009

T : jjth Pajak Sidiak memyampaikan paja 8
Se&e:am% dalam jangka wakiti terteniu juga belum
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menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
. tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak.yang terutang. .

2. Seorang Waijib Pajek menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009.

: Dalam jangka waktu pafing lama 5 (lima) tahun, temyata dari hasil
- pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang .
terutang yang Kurang -bayar tersebut, Kepala Daerah dapat
menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif, .

3 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah ditarbitkan
SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
“sesudabh pajak yang tenitang ditemukan data baru dan/atau dala yang
semula befum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah
pajak yang ‘terutang, Bupati dapal menerbitkan SKPDKBT. _

4. Waijib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyala jumlah:
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau

‘pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan

- .SKPDN. - o :

Huruf a :

- Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3) :

Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan” adalah penetapan

besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupali atau pejabat yang ditunjuk

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupat;

. alau Pejabal yang ditunjuk.

Huwuf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Ayal (2}

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Waijib Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya yatu mengenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sehulan dari pajak yang lidak atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas paiak yang
tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung
sejak saat terutangnya pajak samgpai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3) .

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya
data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hafui
pemeriksaan sehingiga pajak yang terutang berlambah, maka terhadap Waijib
Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 109% (_seratus_; persen)
dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dlkgnakan
apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
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Ayat (4)

‘Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif a angka 3), yaitu = Wajib
Pajak tidak mengisi SPTPD yang sehaiusnya dilakukannya. dikanakan
sanksi administralif berupa kenaikan pajak sebesar 25% {(dua puluh fima
persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang ferutang secara jabatan meialui
penerbitan SKPDKB. '

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puiuh  lima
persen}) dari  pokok pajak yang ferulang juga dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebutan dihilung dari
pajak yang kurang atau terfambat dibaya: unluk jangka wakiu paling lama
24 (dua puluh empat) buian. Sanksi adminisitratif  berupa bunga dihitung
sejak terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasat 81
. Cukup jelas.

Pasai 82
Cukup jelas,

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cuk i jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas. _
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Pyat (2)
Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Hurufc -

Cukup jelas.

Huruf di . )

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain lahan pertanian
yang-sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh
golongan: Wajib Pajak tertentu. :

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup: jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasai 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cuhup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95

Avar (1)

Yang dimaksud dengan “dinas yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas yang
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Ayat (2)

Pemberian besamya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan alat keiengkapan Dewan perwakilan ‘Rakyat Daerah
yang membidangi masalah keuangan. ’ :

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96



Pasal 87
Culp jelas.

Pasal 9§
Cukup jelas.

Pasal99
Cukup jelas.

~ Pasal 100

Ayet(1) } )
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin  bahwa
kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada
pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan dala dan keterangan
kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat {2)
Cukup jelas.

Ayat (3} -
Cukup jeias.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukeg: saias.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas.
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